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yiswa SMP NegeriBTolitali
Diwajibkan Beli LKS

TOLITOLI -

Meski
ada Peraturan Menteri
Pendidikan Nasional
(Permendiknas) Nomor 2

Tahun 2008 tentang laran-
gan tenaga pendidik, Dinas
Pendidikan maupun Pemkab
secara langsung maupun ti-
dak langsung menjual atau
menjadi  distributor buku
sekolah dan Lembar Kerja
Siswa '(LKS), namun aturan
tersebut tidak berlaku di SMP
Negeri 3 Tolitoli.

Terbukti, saat ini seluruh
siswa SMP Negeri 3 yang jum-
lahnya 281 siswa diwajibkan
membeli paket LKS terbitan
PT Erlangga dengan harga
variatif, mulai dari Rp13.000
sampai dengan Rp15.000 per
satu buah dengan total 127 ri-
bu rupiah per siswa. “Bukan
hanya saat kelas III saja, tapi
sejak anak saya kelas satu, su-.
dah diwajibkan beli LKS den-
‘gan harga ratusan ribu, dit-
ambah lagi setiap semester,
paket LKS tersebut harus di-
ganti dengan LKS baru, yang

_ diwajibkan untuk dibeli,” un-
gkap Ermawati, salah seorang
wali murid kepada media ini.

Ermawati mengungkapkan,
saat mendaftarkan anaknya
ke sekolah tersebut, juga
harus mengeluarkan ‘dana

sebesar Rp1.390.000 untuk
biaya kebutuhan siswa saat
masuk sekolah. “Setahu sa-
ya, masalah buku maupun
LKS telah ditanggung dana
BOS, tapi kenapa mesti di-
beli lagi sama orangtua siswa.

Kami selaku orangtua min--

ta Diknas Provinsi mengata-
si masalah ini, karena Dinas
Dikpora Tolitoli tidak bertin-
dak dan hanya membiarkan
masalah ini, meskipun telah
dilaporkan. Makanya kami
cari wartawan, supaya Dinas
Provinsi bisa bertindak,” tu-
tur Ermawati.

Dikatakan Ermawati, kare-
na tidak percaya lagi terha-
dap’ Disdikpora Tolitoli yang
diduga turut bermain diba-
lik penjualan LKS tersebut,
dia berharap Diknas Provinsi

“Sulteng mengecek dan men-

gambil sikap terkait pelang-
garan Permendiknas ini, se-
bab jika tidak, prilaku yang

tergolong pelanggaran aturan

tersebut akan menjadi buda-
ya yang berdampak merugi-
kan orangtua siswa, khusus-
nya orangtua siswa yang ter-
golong tidak mampu.

“Kami curiga, penjualan LKS
tersebut, meski dijual oleh gu-
ru, diduga kuat dibekingi ok-
num di Disdikpora, sebab

sepengetahuan kami, di dae-
rah lain penjualan buku atau

'LKS sangat dilarang keras oleh

dinas yang bersangkutan,”
tambahnya.

Kepala SMP Negeri 3 Tolitoli
Usman Dengo, saat dikon-
firmasi mengenai penjua-
lan LKS tersebut, menjelas-
kan, pemberlakuan penjua-
lan LKS di sekolah yang dip-
impinnya hanya diperuntuk-
kan bagi kelas ujian atau kelas
Sembilan, karena tidak bersen-
tuhan dengan kurikulum baru.
Penerapan kurikulum tahun
2013 dikhususkan untuk kelas
tujuh dan kelas delapan saja.
“Murid kelas tiga di sekolah ini
wajib memperoleh LKS, kare-
na mereka kelas ujian dan ti-

dak diberikan penerapan kuri-
kulum 2013,” jelas Usman
Dengo. -

* Menanggapi penjua-
lan LKS, Usman menjelas-
kan, membenarkan adanya
penjualan tersebut oleh gu-
ru kepada seluruh siswa kelas
sembilan, sebab LKS tersebut
sangat dibutuhkan oleh siswa
kelas 9 yang merupakan kelas
ujian, apalagi menurutnya,
LKS tersebut tidak masuk
dalam tanggungan dana BOS
sehingga harus dibeli oleh se-
banyak 281 siswa.(yus)




